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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Mebung 04 September 1981, NIK.
XXXXX, umur 40 tahun, agama lIslam, pendidikan terkahir
Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Kadelang, 10 Mei 1986, umur 36 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September
2022, telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor
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23/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 01 September 2022, dengan dalil-dalil permohonan

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
15/15/VIl/2007, tertanggal 11 Juli 2007 dan ketika menikah, Pemohon
berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Pemohon di Kadelang, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kalabahi Timur,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dalam keadaan ba’da dukhul dan sudah di karuniai 4 (empat) orang
anak yang bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2008;

3.2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2012;

3.3. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir tanggal 21 Oktober 2016;

3.4. ANAK KEEMPAT, perempuan, lahir tanggal 12 April 2019;

Yang mana anak pertama dan keempat berada dalam asuhan Termohon
sedangkan anak anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia,
namun sejak bulan April tahun 2020 mulai timbul perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

4.1. Termohon sering meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam tanpa
sepengetahuan dan seizin Pemohon;

4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon hingga menyebabkan
anak-anak tidak terurus dengan baik;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada bulan Juni tahun 2020, dimana saat itu terjadi pertengkaran akibat
permasalahan hutang tersebut, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa
serta dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEEMPAT,
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sehingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, sejak bulan September tahun
2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, hingga
saat ini;

7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga Pemohon dan
Termohon sudah berusaha mendamaikan dengan manasehati Termohon,
akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak lagi mau melanjutkan
rumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk
mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
Kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kel.KTM.408/86/1/2022, oleh

sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara;

Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
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menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 02 September 2022 dan tanggal 08

September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian
melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha
menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, namun tidak berhasil, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar
di persidangan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan
dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 01
September 2022, dimana terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut
sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan usia pada identitas Termohon dalam surat permohonan
dirubah, dari yang tertulis “35 tahun”, menjadi “36 tahun”, karena Pemohon
salah menghitung usia Termohon;

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5, terkait lama waktu berpisah
tempat tinggal dirubah, dari yang tertulis “....... Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan)
bulan”, menjadi “Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan”, karena Pemohon salah menghitung;

3. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 4.1., yang Pemohon ketahui
Termohon melakukan peminjaman tanpa seizin Pemohon di Koperasi yang
dikelola perorangan, yang Pemohon tidak mengetahui namanya, sebanyak 2
kali ditempat yang berbeda, dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,00
(enam juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan

alat-alat bukti berupa :
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A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: XXXXX, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Alor, pada tanggal 09 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah
dinazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan Jubaidah
TERMOHON, Nomor 15/15/V11/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, pada tanggal 11 Juli 2007, bukti surat tersebut telah
dinazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Salah Penulisan Nama, Nomor B
005/kua.19.05.5/Pw.01/01/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, pada tanggal 10 Februari 2022, bukti surat tersebut telah
dinazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah
Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami
istri yang menikah pada tahun 2007;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon

tinggal bersama di rumah Pemohon yang berlokasi di sebelah rumah
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Saksi, yang beralamat di Kadelang, RT. 001 RW. 003, Kelurahan
Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan
Termohon telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama ANAK
PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT ;

- Bahwa saat ini ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA
berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan ANAK KEEMPAT berada
dalam asuhan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon harmonis, namun sejak sekitar bulan April tahun 2020, rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena
Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon
bertengkar mulut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah
karena Termohon meminjam uang pada Koperasi dan Rentenir tanpa
meminta izin terlebih dahulu Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Termohon melakukan
peminjaman dan berapa nominalnya, yang Saksi ketahui sering ada
orang yang menagih hutang Termohon di rumah Pemohon;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut
lebih dari 5 (lima) kali dalam satu bulan, sejak bulan April tahun 2020
hingga bulan Juni tahun 2020, karena rumah Saksi berdekatan dengan
rumah Pemohon,;

- Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar bulan Juni tahun 2020 terjadi
pertengkaran lagi akibat permasalahan hutang, yang berakibat
Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke
rumah orang tuanya dengan membawa anak yang bernama ANAK
PERTAMA dan ANAK KEEMPAT;

- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa minggu setelah kepergian

Termohon tersebut, keluarga Pemohon pernah berupaya mendamaikan
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dengan mengundang Termohon agar datang, akan tetapi Termohon
tidak datang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Termohon tersebut
hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal
bersama lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal
tersebut Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi atau
tidak;

2. SAKSI KEDUA, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Tenaga Kontrak di Kantor XXXXX, tempat tinggal di XXXXX,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah
Keponakan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami
istri;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon
tinggal bersama di rumah Pemohon yang berada di sebelah rumah
Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai
4 (empat) anak, dimana 3 orang anak diasuh oleh Pemohon dan 1
orang anak diasuh oleh Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2020,
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi,
karena Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan
Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah
karena Termohon meminjam uang pada Koperasi dan Rentenir tanpa

meminta izin terlebih dahulu Pemohon;
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- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena
rumah Saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dengan hanya
berjarak 1 rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam
Termohon, yang Saksi ketahui sering ada orang dari Koperasi Budi Arta
dan beberapa orang yang tidak berseragam yang menagih hutang
Termohon di rumah Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat permasalahan tersebut, sekitar bulan
Juni tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan
pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa minggu setelah kepergian
Termohon tersebut, keluarga Pemohon pernah berupaya mendamaikan
dengan mengundang Termohon agar datang, akan tetapi Termohon
tidak datang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Termohon tersebut
hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal
bersama lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa
Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk memohon agar Majelis
Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak
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pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
Relaas Panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 02 September 2022 dan
tanggal 08 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya
secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di
persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab
Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam
duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan
diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata,
yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari
kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas

diperbolehkan dan dikabulkan;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai
terhadap Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus disebabkan Termohon sering meminjam uang pada Koperasi
Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Termohon sering
keluar rumah tanpa ijin Pemohon hingga menyebabkan anak-anak tidak terurus
dengan baik, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan
Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak
pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan
tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena
alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu
mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan
suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan
dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di
persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah
bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat,
ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat
tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil

sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon,
maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: XXXXX, terbukti
bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beragama lIslam, yang
bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama
Kalabahi, sesuai dengan identitas Pemohon pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dan tidak pula
menyampaikan eksepsinya, dan ternyata Relaas Panggilan yang ditujukan kepada
Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, maka Pengadilan Agama
Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor
15/15/VII1/2007 dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan
Salah Penulisan Nama, Nomor B 005/kua.19.05.5/Pw.01/01/2022, terbukti bahwa
antara Pemohon (Arifin Aleng bin Karim Aleng) dan Termohon (Jubaida Peddang
binti Yasir Peddang), terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan
secara Islam pada tanggal 11 Juli 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas dan
berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3
tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas
personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah
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mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI

KEDUA, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah
memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak
boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175
R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan
keterangannya di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang
dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga
keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah
pada tanggal 11 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di
rumah Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4
(empat) anak;

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan Juni tahun 2020
disebabkan Termohon meminjam uang pada Koperasi dan Rentinir tanpa
meminta izin terlebih dahulu Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun
2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kembali

tinggal bersama lagi hingga saat ini;
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6. Bahwa saat ini 3 orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon
dan 1 orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon

7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha untuk merukunkan kembali
Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena

Termohon tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat
permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1
(satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Majelis Hakim
menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak
dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2
(dua) agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang
Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon meminjam uang
pada Koperasi dan Rentenir tanpa meminta izin terlebih dahulu Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak
termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali
persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmabh, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang
lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis,
perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari
keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:
Hlaadl la o adla auldall ¢ 3

Artinya: Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukan i'tikad
baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan
selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan
tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun
Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini
menunjukan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan
kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-
Bagarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

YV - e el b @l 1 5a38
Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati)
untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat
disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat
dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-
benar berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni tahun 2020 dan sudah

tidak pernah tinggal bersama, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi
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Mahkamah Agung Rl Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang
menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan
perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “Suami isteri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut
telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq, yang diambil
alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya
menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan
hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan
perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan,
hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan
semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari
keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, yakni
Sumarni Aleng binti Karim Aleng dan Rahmawati Makka binti Muhammad Amin
Makka, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil
membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal
tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan juntco Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut,
berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta
oleh karena permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang
ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan
perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka
dengan mendasarkan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan
memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim
membebaskan Pemohon dari biaya berperkara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah
memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan
Biaya Perkara dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2022 dengan
Penetapan Nomor W23-A4/356/HK.05/1X/2022 tertanggal 01 September 2022,
maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama junctis Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, permohonan Pemohon dalam petitum
angka 3 (tiga) dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara ini kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2022;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1
(satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena

permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta
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Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan,
maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan
permohonan Pemohon dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kalabahi;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Syahirul Alim, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.l. dan Fikri Hanif, S.H masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. Syahirul Alim, S.H.1., M.H.
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Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp. -
2. Biaya Proses :Rp. -
3. Biaya Panggilan ' Rp. -
4. Meterai :Rp. -
4. Pemberitahuan Isi Putusan _ : Rp. -

Jumlah Rp. -
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